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ABSTRAK 

Sejatinya manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya 

sendiri beserta keluarganya. Seseorang mendapatkan pekerjaan bisa dengan usaha sendiri 

maupun mengikatkan dirinya pada perusahaan/swasta. Hubungan kerja antara pekerja 

dengan pengusaha tidak selamanya dapat berlangsung. Pemutusan Hubungan Kerja diatur 

dalam pasal 150 sampai pasal 172 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, termasuk alasan-alasan melakukan pemutusan hubungan kerja. Salah 

satu alasan pemutusan hubungan kerja adalah ketika pekerja dianggap melakukan 

kesalahan berat seperti yang tercantum dalam pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal pekerja melakukan kesalahan berat, 

pengusaha sering melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, padahal Pasca 

Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-I/2003, pasal 158 

dinyatakan bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat. Pada dasarnya kesalahan berat yang diatur dalam pasal 

158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk dalam 

kategori perbuatan melanggar hukum atau kejahatan yang diatur dalam buku kedua Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena itu Pengusaha tidak bisa lagi 

melakukan PHK terhadap Pekerja yang melakukan kesalahan berat (tindak pidana) di 

tempat kerja sebelum adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap 

(inkracht) yang menyatakan Pekerja terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana di 

tempat kerja.  

Penulisan studi kasus ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang 

dititik beratkan pada data sekunder yaitu melalui Studi kepustaaan dengan  cara teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang akan dipecahkan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni 

dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan 

angka-angka. 

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor :114/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG 

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus 

diperoleh hasil bahwa harus menentukan gugatan dengan berhati-hati, tepat dan teliti. 

Berdasarkan persyaratan isi gugatan terdapat dalam pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de 

Burgelijke Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat 

identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang 

merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih 

dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan. Apabila tidak 

sesuai sebagaimana dimaksud maka akibat hukumnya gugatan akan dinyatakan tidak 

diterima (niet on vankelijk verklaar). Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat 

dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang 

menyatakan Pekerja terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana di tempat kerja. 

Pasca putusan MK tersebut, maka secara normatif proses PHK dianggap tidak pernah ada 

kategori kesalahan berat sebelum adanya putusan peradilan pidana. 

 



              ABSTRACT 

Indeed, humans need jobs to meet the needs of themselves and their families. 

Someone can get a job with their own business or commit themselves to the company / 

private sector. Work relations between workers and employers can not always take place. 

Termination of employment is regulated in articles 150 to article 172 of Law No. 13 of 

2003 concerning manpower, including the reasons for terminating employment. One of 

the reasons for termination of employment is when a worker is considered to have made a 

grave error as stated in article 158 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 

concerning Labor. In the case of workers making serious mistakes, employers often 

terminate their employment unilaterally, even though Post Judicial Review in the 

Constitutional Court (MK) Number 012 / PUU-I / 2003, article 158 is declared contrary 

to the 1945 Constitution and has no legal force binding. Basically, the grave mistakes 

stipulated in article 158 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower are 

included in the category of unlawful acts or crimes regulated in the second book of the 

Criminal Code (KUHP) therefore Entrepreneurs can no longer lay off against Workers 

who commit gross wrongdoing (criminal acts) in the workplace prior to the existence of a 

criminal court ruling with permanent legal force (inkracht) which states that the Worker 

is proven guilty of committing a crime in the workplace. 

The writing of this case study uses a normative juridical approach that is focused 

on secondary data, namely through the study of literature by means of data collection 

techniques by conducting a study of books, literature, notes and reports that are related to 

the problem will be solved. This type of normative research uses qualitative analysis, 

namely by explaining existing data with words or statements rather than with numbers. 

Based on an analysis of the decision Number: 114 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN.BDG 

Industrial Relations Court at the Bandung District Court Class 1A Specifically, the result 

was that the claim must be determined carefully, accurately and thoroughly. Based on the 

requirements of the contents of the lawsuit contained in article 8 paragraph (3) Rv 

(Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) which requires that the claim essentially 

contains the identity of the parties, concrete arguments about the existence of a legal 

relationship which is the basis and the reasons rather than demands (middelen van den 

eis) or better known as fundamentum petendi (posita), and petitum or demand. If it is not 

as intended, then the legal consequences will be declared not accepted lawsuit (niet on 

vankelijk verklaar). Termination of employment due to a grave error can be made after a 

criminal decision has permanent legal force that states that the Worker is proven guilty of 

committing a crime at work. After the Constitutional Court's ruling, the normative 

process of dismissal was considered to have never been a serious error category before 

the existence of a criminal justice decision. 
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